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PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan adalah dengan cara
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut Good Corporate
Governance (GCG). Pedoman GCG merupakan pedoman bagi seluruh Insan Perseroan
(Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Karyawan) dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada
peraturan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakefolder) secara konsisten.

Adanya pelaksanaan GCG yang konsisten memungkinkan pertumbuhan yang
berkesinambungan untuk jangka panjang. Sebuah Perseroan yang telah melaksanakan
GCG akan memiliki pandangan jangka panjang dalam mengintegrasikan tanggung jawab
lingkungan dan sosial dengan pengelolaan risiko, menemukan peluang-peluang, dan
mengalokasikan modal untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi seluruh pemangku
kepentingan. GCG akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sehingga
memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, pertanggungjawaban
kepada pasar dan komunitas serta pencapaian kinerja keuangan yang sehat dan
berkesinambungan. Tanpa GCG tampaknya tidak ada cara yang lebih baik untuk
meyakinkan kepercayaan publik terhadap Perseroan, pelayanan Perseroan kepada publik,
maupun bisnis Perseroan itu sendiri.

GCG adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan Organ Perseroan untuk
meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perseroan bagi
seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-
undangan serta nilai-nilai etika.

B. Maksud dan Tujuan

Perseroan menyadari bahwa implementasi GCG secara konsisten sebagai budaya
Perseroan merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan nilai dan tumbuh
kembangnya bisnis Perseroan secara berkesinambungan. Sebagai panduan bagi
Perseroan dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar dibutuhkan
sebuah pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah
laku sehingga mencapai penerapan GCG yang konsisten sebagai budaya Perseroan yang
memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip GCG sehingga tercapainya Visi dan Misi
Perseroan.

Pedoman GCG merupakan acuan bagi seluruh Insan Perseroan dalam bekerja dan
berinteraksi dengan segenap stakefholders Perseroan. Dengan nilai-nilai pokok Perseroan
dan pelaksanaan Pedoman GCG secara konsisten oleh seluruh karyawan, dimanapun ia
berada dan bekerja senantiasa mendukung terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang
baik yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perseroan (corporate image) bagi
seluruh pemangku kepentingannya.

Penyusunan Pedoman GCG yang merupakan acuan pelaksanaan GCG adalah dalam

rangka:

1. Mengoptimalkan nilai (va/ues) Perseroan dan kekayaan pemegang saham secara
berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan;
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Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien;
Meningkatkan kepatuhan Organ Perseroan serta jajaran di bawahnya agar dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung
jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian
lingkungan;

Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perseroan dan
pengelolaan risiko usaha Perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudent),
akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan
memenuhi prinsip perlindungan konsumen sehingga memiliki daya saing secara
nasional maupun internasional yang kemudian meningkatkan kepercayaan pasar serta
dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkesinambungan; dan

Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

Penyusunan Pedoman GCG Perseroan mengacu kepada

1,

2.

3.

10.

11.

12,

13.

14,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan
Publik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/P0OJK.04/2014 tentang Sekretaris
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha
dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Pesahaan Pembiayaan Syariah;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa
Keuangan Nonbank;

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006 (Pedoman GCG KNKG 2006);

Pedoman Komisaris Independen yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komisaris Independen KNKG 2004);

Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif yang dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komite Audit KNKG 2004);
Pedoman Umum Govenansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance, Tahun 2021 (PUGKI KNKG 2021).
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C. Prinsip GCG
Penerapan GCG harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip GCG yaitu TARIF dengan detail
sebagai berikut:

1.

Keterbukaan ( transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan
mengenai Perseroan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan
praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;

Akuntabilitas  (accountability), vyaitu kejelasan  fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan
secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;

Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta
standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
Kemandirian (/ndependency), yaitu keadaan Perseroan yang dikelola secara mandiri
dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan

Kesetaraan dan kewajaran (/aimess), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan
di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan
perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip,
dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Penerapan GCG juga berlandaskan pada 4 (empat) pilar Governansi Korporat yang
merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari TARIF:

1.

Perilaku Beretika

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran,
memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen,
membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten.
Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (/airness) dan dikelola secara
independen sehingga masing-masing Organ Perseroaan tidak saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Akuntabilitas

Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami
oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan
tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi
juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur
dan pemangku kepentingan lainnya.

Keberlanjutan

Perseroan mematuhi  peraturan perundang-undangan serta  berkomitmen
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua
pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara
yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.
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BAB II
VISI, MISI, NILAI-NILAI, DAN FILOSOFI BISNIS PERSEROAN

Visi
Menjadi penyedia solusi keuangan terpercaya, yang memberikan kontribusi positif
terhadap transformasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Misi

Memberikan solusi keuangan yang inovatif, berkualitas tinggi dan komprehensif, sesuai
dengan prinsip kepatuhan, yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan semua
pemangku kepentingan.

. Nilai — Nilai Perseroan ( Corporate Values)

Setiap organisasi pasti memiliki nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi oleh setiap anggota
yang terlibat dalam organisasi tersebut. Di Perseroan nilai-nilai dasar tersebut dikenal
dengan Core Value. Core Value pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan budaya Perseroan
yang dirumuskan oleh manajemen. Dimana setiap karyawan, baik itu jajaran manajemen,
hingga staf harus menjalankan core value dalam pekerjaannya sehari-hari apabila ingin
sukses berkarir di Perseroan. Perseroan percaya bahwa dengan budaya yang baik dan
kuat akan menciptakan hasil yang baik pula.
1. Integritas (Integrity)
Perseroan sangat menghargai integrity. Integrify berasal dari kata integral yang
artinya keseluruhan atau tidak terpisahkan. Bila dijabarkan secara lanjut, /integrity
berarti berani mengakui dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya.
Sikap integrity biasa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti walk the talk
yakni ada kesesuaian antara tindakan dan ucapan. Satunya pikiran, kata dan
perbuatan, konsisten, melakukan apa yang dikatakannya. Bekerja bukan terpaksa atau
karena diawasi oleh atasan namun memang bekerja sesuai hati nurani.

Secara sederhana kejujuran merupakan bagian dari infegrity, yakni berbicara obyektif
dan sesuai fakta. Memberikan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak
melebih-lebihkan atau tidak mengurang-kurangkan informasi, tidak memanipulasi
data.

Menjunjung tinggi prinsip, nilai-nilai & norma yang berlaku umum juga bagian dari
integrity. Prinsip adalah nilai-nilai yang disepakati kebenarannya oleh umat manusia
semenjak beribu-ribu tahun yang lalu. Misal prinsip kejujuran, saling menghargai, dan
lain-lain. Tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak mencuri, tidak
menggelapkan sesuatu, tidak melakukan korupsi (uang, barang & waktu). Tidak
menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari integrity.

2. Tidak Egois (Selflessness)
Core value kedua yaitu selflessness atau tidak egois, yaitu menggambarkan sikap
seseorang dalam bekerja yang rendah hati, mau berbagi, dan berjiwa melayani. Sikap
selflessness bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak
mementingkan diri sendiri dan rela berkorban untuk orang lain, tidak iri hati melihat
kesuksesan dan kemajuan orang lain. Sebaliknya, kesuksesan dan kemajuan orang
lain bisa digunakan sebagai pemacu motivasi agar bisa lebih baik.

3. Komitmen (Strong Commitment)
Strong Commitment atau komitmen yang kuat adalah core value ketiga Perseroan
yang menggambarkan sifat seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin
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serta bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Komitmen seorang karyawan
terhadap perusahaan salah satunya bisa tercermin dari kedisiplinannya, tidak datang
terlambat dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya.

Seseorang yang memiliki komitmen yang kuat pasti memiliki visi yang kuat. Dia akan
bekerja sesuai kaidah-kaidah atau peraturan yang berlaku. Hal itu akan
membangkitkan motivasi orang tersebut. Sehingga setiap pencapaian yang
diperolehnya didasarkan atas motivasi internal, bukan digerakkan oleh sanksi, reward
atau lainnya, namun digerakkan oleh kesadaran diri.

Pantang Menyerah (Persistent)

Persistent, core value keempat dapat diartikan dengan pantang menyerah dan bekerja
dengan tekad bulat. Fokus pada tujuan serta gigih dalam mencoba. Seseorang yang
memiliki sifat ini pada dasarnya memiliki keyakinan pada dirinya untuk bisa berhasil.
Tidak mudah berputus asa meskipun banyak rintangan serta hambatan yang kerap
datang kepadanya.

Pantang menyerah timbul saat seseorang mengacu pada kebesaran tujuan, mimpi,
cita-cita atau visi, sehingga setiap kesulitan yang datang apabila diingatkan kembali
akan kebesaran tujuan, maka kesulitan-kesulitan tersebut akan dianggap sebagai
tantangan.

Kerjasama Tim ( 7Team Work)

Team work atau biasa disebut sebagai kerjasama tim artinya bekerja secara bahu-
membahu sehingga tercipta suatu sinergi dikedua belah-pihak yang bekerjasama.
Target-target Perseroan, divisi, departemen dan cabang tidak bisa tercapai karena
performa satu bagian saja. Target bersama hanya bisa tercapai dengan performa
seluruh bagian.

Keberhasilan Perseroan merupakan keberhasilan semua bagian, mulai dari kantor
pusat, regional, dan cabang. Termasuk keberhasilan semua individu mulai dari atasan
hingga bawahan. Kerjasama bukan berarti kita mencari orang-orang terbaik dan kuat,
tetapi bagaimana menyatukan semua kelebihan yang dimiliki hingga akhirnya
kekurangannya dapat tertutupi. Dengan begitu hasil yang diterima akan optimal dan
bahkan lebih dari yang diharapkan.

D. Filosofi Bisnis Perseroan
Selain nilai — nilai dasar, Perseroan juga menjadikan filosofi bisnis sebagai bagian budaya
Perseroan yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional Perseroan.
Filosofi bisnis Perseroan yaitu:

1
2

3.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berkesinambungan.

Menerapkan proses bisnis yang efektif dengan budaya Perseroan yang baik dan
bertanggung jawab.

Menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan bagi seluruh pemegang saham
yang juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan karyawan.
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BAB III
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang terpengaruh secara langsung oleh Perseroan
dan/atau memiliki kepentingan terhadap Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung,
antara lain Debitur, Anggota/Pemegang Saham, Karyawan, Kreditur, penyedia barang dan
jasa, dan/atau Pemerintah.

Antara Perseroan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan
asas kewajaran dan kesetaraan (/airness) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-
masing pihak. Agar hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan berjalan
dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perseroan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong
perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan
keterampilan masing-masing;

2. Perseroan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas
dasar prinsip saling menguntungkan;

3. Perseroan harus memperhatikan kepentingan umum.

A. Karyawan

1.

Perseroan memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua
karyawan dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi asas profesionalisme dengan
mengembangkan kompetensi karyawan selaras dengan rencana pengembangan
Perseroan;

Perseroan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan prinsip-
prinsip keterbukaan, adil dan bebas dari diskriminasi karena adanya perbedaan suku,
asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait
dengan kinerja karyawan;

Perseroan memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen
serta hak dan kewajiban karyawan;

Perseroan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk
kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif
dan produktif;

Perseroan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh
karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu;

Perseroan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau
hubungan baik Perseroan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk
itu Perseroan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan
menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai Perseroan serta mematuhi kebijakan,
peraturan dan prosedur internal yang berlaku;

Karyawan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja
dan kesejahteraan karyawan;

Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku,
serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perseroan.

B. Pihak Ketiga

1.

Pihak Ketiga, adalah setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan,
termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, dealer, showroom, vendor/supplier,
outsource, atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan.;

Perseroan akan bertindak adil dengan memberikan kesempatan sama pada seluruh
Pihak Ketiga yang memiliki kualifikasi sama tanpa diskriminasi;
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Perseroan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan
kewajiban Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan;

Pihak Ketiga berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis
dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas
dasar pertimbangan yang adil dan wajar;

Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan, dan
Pihak Ketiga berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan
masing-masing pihak.

C. Masyarakat Serta Pengguna Jasa Perseroan

1.

2.

3.

Perseroan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan
hubungan antara Perseroan dengan masyarakat;

Perseroan wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan dan dilarang memberikan
perlakuan yang diskriminatif kepada Pengguna Jasa Perseroan;

Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab secara hukum, sosial, moral
serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat
keberhasilan Perseroan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis,
serta saling menguntungkan dengan masyarakat;

Perseroan menyadari bahwa kepuasan pelanggan atau pengguna jasa merupakan
salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja Persercan. Oleh karena itu Perseroan akan
selalu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik;

Perseroan wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan
kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perseroan harus memastikan ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk
dan/atau layanan Perseroan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
keuangan masyarakat;

Perseroan menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
yang merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik - 2024 Page 7 of 27



PT OTO MULTIARTHA

Trusted Finondal Solulions Provider

P
n

BAB IV
ORGAN PERSEROAN

Organ Perseroan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Masing-
masing Organ Perseroan wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-
masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya untuk kepentingan Perseroan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas disebutkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris, dan Direksi.

Pemegang Saham adalah pemilik Perseroan yang memiliki segala kewenangan yang tidak
termasuk dalam kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS dan/atau Pemegang Saham
tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan
Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan
penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas
sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian, keduanya
mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam
jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan
persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Tanggung jawab bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan

usaha Perseroan dalam jangka panjang tercermin pada:

1. Pelaksanaan kontrol internal dan manajemen risiko dengan baik;

2. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi Pemegang Saham;

3. Terlindunginya kepentingan para Pemangku Kepentingan secara wajar;

4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di
semua lini organisasi Perseroan.

Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan
transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan
target keberlanjutan Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan
keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan
implementasi strategi Perseroan, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mengungkapkan kepada Perseroan

mengenai:

1. Kepemilikan saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan dan/atau pada
perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Perseroan;

3. Jabatan yang dimiliki pada Perusahaan lain.
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BAB V
PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pemegang saham Perseroan:

1.
2.

3.

wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perseroan;

melalui RUPS wajib memastikan Perseroan dijalankan berdasarkan praktik usaha
pembiayaan yang sehat;

dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab
Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-
undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.

Hak para pemegang saham Perseroan

1.

Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS
berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk
mengeluarkan satu suara;

Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan
teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham
membuat keputusan mengenai investasinya dalam Perseroan berdasarkan informasi yang
akurat;

Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi
pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding
dengan jumlah saham yang dimilikinya;

Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur
yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham
dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-
hal yang mempengaruhi eksistensi Perseroan dan hak Pemegang Saham.

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, tanggung
jawab Pemegang Saham meliputi:

1.

Pemegang Saham pengendali harus dapat: (i) memperhatikan kepentingan pemegang
saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan; dan (ii) mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang
saham pengendali yang sebenarnya (wu/timate shareholders) dalam hal terdapat dugaan
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta
oleh otoritas terkait;

Pemegang Saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;

Pemegang Saham harus dapat: (i) memisahkan kepemilikan harta Perseroan dengan
kepemilikan harta pribadi; dan (ii) memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham
dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang
saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Tanggung jawab Perseroan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham:

1.

2.

3.

4,

Perseroan melindungi hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar Perseroan;

Perseroan menyelenggarakan daftar Pemegang Saham secara tertib sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;

Perseroan menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan
teratur bagi Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;

Perseroan tidak memihak pada Pemegang Saham tertentu dengan memberikan informasi
yang tidak diungkapkan kepada Pemegang Saham lainnya. Informasi harus diberikan
kepada semua Pemegang Saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang
dimilikinya;
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5. Perseroan akan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai
penyelenggaraan RUPS,

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan
memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam
jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-
orang yang patut dan layak (fit and proper) bagi Perseroan;

2. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan
Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;

3. Dalam menetapkan Auditor Eksternal harus mempertimbangkan pendapat Komite Audit
yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;

4. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan
adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Perseroan,
keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku
kepentingan;

5. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan
kondisi kesehatan keuangan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS wajib:

1. Dipersiapkan dan diselenggarakan dengan baik;

2. Diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan dan anggaran
dasar Perseroan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur, dan
kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

Jenis RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan tiap-tiap tahun yang
meliputi:
a. RUPST mengenai laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan; dan
b. RUPST mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan jika dianggap perlu oleh Direksi
dan atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

Dividen adalah pembagian laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan

untuk cadangan/laba ditahan kepada pemegang saham. Kebijakan pembagian

dan penetapan dividen adalah sebagai berikut:

1. Merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan di dalam RUPS
Tahunan; dan

2. Penetapan nilai dividen wajib mempertimbangkan ketentuan yang mengatur
terkait cadangan/laba ditahan serta saldo/laba ditahan Perseroan.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris sebagai salah satu Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab
secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta
memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing-
masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara. Tugas Presiden
Komisaris sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.
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Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-
prinsip berikut:

1.

L

Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif,
tepat, cepat, dan independen.;

Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan
sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi
telah memperhatikan kepentingan semua Pemangku Kepentingan;

Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris mencakup tindakan
pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komposisi, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1.

Jumlah minimum anggota Dewan Komisaris wajib disesuaikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan
kompleksitas Perseroan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta dapat
bertindak secara independen;

Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan
berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari
Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan;
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui
proses yang transparan;

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang
wajar dan setelahnya kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk
membela diri.

Struktur Dewan Komisaris:

SIS

o

Berjumlah minimal 2 (dua) Komisaris;

Dipimpin oleh Presiden Komisaris;

Terdiri atas minimal 1 (satu) Komisaris Independen;

Minimal 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;

Minimal 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman di Sektor Jasa
Keuangan;

Minimal komposisi Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah seluruh Komisaris (jika
berjumlah lebih dari 2 (dua) Komisaris);

Dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus terdiri paling sedikit 50% (lima puluh persen)
warga negara Indonesia,

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan

1.

5

Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan,
termasuk di dalamnya memberikan pendapat dan saran atas penyusunan rencana jangka
panjang selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan RUPS;

Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

Mengawasi Direksi Perseroan dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
Menjalankan fungsi sebagai majelis di mana setiap anggota dari Dewan Komisaris tidak
dapat bertindak secara individual melainkan berdasarkan keputusan kolektif Dewan
Komisaris;

Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris Perseroan yang merupakan bagian dari
laporan penerapan GCG;

Memantau efektifitas penerapan GCG dan Governansi Korporat;

Melakukan pemantauan secara berkala atas pengendalian fraud;
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